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ABSTRAK 

Yoga Pratama, (2022):  Sistem Bagi Hasil Di Ayang Dinar Pelaminan Nagari 

Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau 

Dari Fiqh Muamalah 

 

 

Penelitian dilatar belakangi tentang pelakasanaan sistem bagi hasil di 

Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman. 

Dalam kegiatan bagi hasil yang dilakukan perjanjian yang digunakan masih secara 

lisan dan juga setelah dilakukan bagi hasil antara pemilik dan pengelola, sebagian 

pendapatan yang diterima oleh pengelola akan dimasukkan ke dalam kas dan 

apabila terjadi kerusakan yang tidak dilakukan oleh pengelola maka yang 

mengganti ialah pengelola sesuai kesepakatan di awal. Permasalahan dalam 

penelitian bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, 

Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman dan tinjauan fiqh muamalah 

terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kambar, 

Kabupaten Padang Pariaman. 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan berdasarkan kejadian langsung di lapangan. Lokasi penelitian 

berada di Ayang Dinar Pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang 

Pariaman. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu, sumber data primer yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara, sumber data sekunder yang diperoleh 

dari berbagai buku-buku. Adapaun teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah 

dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, bahwa kesepakatan bagi hasil yang 

dilakukan oleh pihak pemilik dan pengelola sudah sesuai dengan kesepakatan 

yang dibuat di awal, tidak terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Konsep bagi 

hasil yang digunakan lebih dekat kepada konsep mudharabah muthlaqah karena 

diberinya kebebasan kepada pengelola untuk berkreasi ataupun berinovasi dalam 

usaha pelaminan. Namun dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut bila 

terjadi kerusakan atau kerugian yang tidak dilakukan oleh pengelola maka yang 

akan menggantinya ialah pengelola. Sedangkan dalam mudharabah jika 

mengalami kerusakan ataupun kerugian yang mengganti ialah pihak pemilik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama universal karena permasalahan yang dibahas 

menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun 

akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 

Namun manusia itulah yang kurang memperhatikan dan kurang mendalami 

intisari al-Qur‟an dan as-Sunnah, sehingga beranggapan bahwa Islam hanya 

terkait dengan masalah ritual saja.
1
 Islam adalah agama yang sempurna 

(komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, 

akhlah maupun muamalah.
2
 

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta atau 

lebih tepatnya aturan Islam tentag kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

manusia.
3
  

Salah satu usaha atau ber-muamalah yang dilakukan oleh masyarakat 

banyak ialah kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan bagi kedua 

pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Konsep bagi hasil dalam 

sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat 

                                                             

1
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h. 2. 

2
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 5. 

3
 Ibid., h. 3. 
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dengan berbagai modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para 

pihak dalam bisnisnya. Adapun sistem bagi hasil menurut Islam ialah 

mudharabah. 

Mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk bekerja sama 

dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberi dana kepada 

pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi 

antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4
 

Dasar hukum mengenai mudharabah terdapat dalam al-Qur‟an, Hadist 

dan Ijma‟. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-

Jumuah (62): 10. 

َ كَثيِرٗا  كُرُواْ ٱللََّّ ِ وَٱذأ لِ ٱللََّّ تغَُواْ مِن فضَأ ضِ وَٱبأ رَأ لوَٰةُ فٲَنتشَِرُواْ فيِ ٱلۡأ فإَذَِا قضُِيتَِ ٱلصَّ

لحُِونَ    ٠١لَّعَلَّكُمأ تفُأ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

 
Adapun hadist mengenai mudharabah yang diriwayatkan oleh 

Daruqhutni. 

 

وَةُ , وَابْنُ  دُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , نا أَبِي , نا حَي ْ دِ بْنُ صَا عِدٍ , ناَ مُحَمَّ  ثنا أَبوُ مُحَمَّ
هِيعَةَ قاَ لََ : نا أَبوُ الَْْ سْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ وَعَنْ غَيْرهِِ : أَن حَكِيْمَ بْنُ حِزَامٍ صَاحِبَ لَ 

وِ وُ بِ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَوُ مَا لَا مُقَارَضَةا يَضْرِبُ لَ 
تَ نْزِلَ بِوِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فإَِنْ  وَلََ تَحْمِلَوُ فِي بَحْرٍ ,  أَنْ لََ تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلََ 

 فَ عَلْتَ شَيْئاا مِنْ فَ قَدْ ضَمِنْتَ مَالِي 
Artinya: “Abu Muhammad bin Sha‟id menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Abu Abdurrahman al Muqri menceritakan kepada kami, ayahku 

menceritakan kepada kami, Haiwah dan Ibnu Lahi‟ah dari 

selainnya, bahwa Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah Saw 

                                                             

4
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11. 
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pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia membrinya modal 

untuk akad muqaradhah yang ia investasikan, “Jangan engkau 

jadika uangku menjadi benda bernyawa, jangan engkau bawa ia di 

laut, jangan engkau membawanya singgah di perut alliran (sungai). 

Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau 

bertanggung jawab (kalua terjadi apa-apa) atas hartaku.” (HR. Ad 

Daruqhutni dalam kitab al-bai‟u no. 242)
5
 

 

Dalam al-Muwaththa‟ Imam Malik, Malik meriwayatkan kepadaku 

dari al-A‟la bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin 

Affan RA pernah memberinya modal usaha untuk ia gunakan dengan syarat 

keuntungannya dibagi untuk mereka berdua.
6
 

Al-qiradh atau al-mudharabah itu dibenarkan dalam syariat Islam 

berdasarkan ijma‟ para sahabat Nabi Muhammad, dan ia merupakan salah satu 

bentuk perniagaan yang paling luas, paling mudah, dan paling bermanfaat, 

sebab tidak semua orang yang memiliki modal itu pandai mengembangkannya 

dan juga tidak semua orang yang pandai berusaha dan berniaga memiliki 

modal usaha.
7
  

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu 

dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase 

antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua 

belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan 

                                                             

5
 Ali bin Umar al-Daruqhutni, Sunan al-Daruqhutni al-Thab‟ah 1, (Beirut: Dar Ibnu 

Hazm, 2011), h. 649. 

6
 Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa‟ lil Imam Malik, di alih bahasa Muhammad Iqbal, 

Al Muwaththa‟ Imam Malik Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h. 114. 

7
 Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, Fiqhul Islam Syarh Bulugh al-Maram Min Jam‟ 

Adilatil Ahkam, di alih Bahasa oleh Izzudin Karimi, dkk, Syarah Bulughul Islam 6, (Jakarta: Darul 

Haq, 2012), h. 22. 
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besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berkontrak.
8
 

Kerjasama bagi hasil sering dilakukan oleh masyarakat dikarenakan 

salah satu pihak mempunyai modal untuk membuka usaha tetapi tidak bisa 

mengelola usahanya, sedangkan salah satu pihak mempunyai keahlian dalam 

mengelola usaha tetapi mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha. 

Mengenai pembagian keuntungan dalam kerjasama ini tergantung kesepakatan 

yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.  Pihak yang melakukan kerjasama 

bagi hasil ini akan menghadapi perselisihan dalam masalah keuangan, oleh 

karena itu mengenai permasalahan yang melibatkan uang atau benda lebih baik 

dilakukan dengan akad atau perjanjian secara tertulis. Salah satu usaha yang 

menggunakan konsep sistem bagi hasil ialah usaha di bidang pelaminan. Usaha 

pelaminan merupakan salah usaha yang bergerak di bidang jasa yang 

menyewakan berbagai perlengkapan acara pernikahan mulai dari akad nikah, 

upacara adat, tenda pelaminan, dan lain-lain.  

Ayang Dinar pelaminan merupakan salah satu usaha pelaminan yang 

berada di Nagarai Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang 

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem 

bagi hasil antara pemilik dan pengelola usaha pelaminan ini di mana perjanjian 

yang digunakan masih perjanjian lisan atau tidak tertulis yang di dalam Islam 

telah dijelaskan mengenai perjanjian itu harus jelas dan juga tertulis agar tidak 

terjadi keraguan. Kemudian mengenai pembagian bagi hasil di Ayang Dinar 

                                                             

8
 Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 231. 
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Pelaminan dilakukan ketika telah menyelesaikan satu orderan dan juga setelah 

mengeluarkan gaji karyawan dan biaya lainnya, adapun persantase bagi hasil 

antara pemilik dan pengelola sebesar 40%:60%. Jadi pembagian hasil dilakukan 

setiap ada yang menggunakan jasa pelaminan lalu dari hasil jasa tersebut 

langsung dikeluarkan gaji karyawan dan setelah itu akan dilangsungkan bagi 

hasil antara pemilik dan pengelola.
9
 

Namun dalam bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan, di mana pendapatan 

bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola sekitar 20% nya akan dimasukkan 

ke dalam kas usaha dan juga bila terdapat kerusakan atau kerugian yang tidak 

dilakukan oleh pengelola yang mengganti ialah pihak pengelola. 

Berdasarakan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan usaha Ayang 

Dinar pelaminan sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah atau belum. Untuk 

itu peneliti ingin mengkaji hal tersebut dengan judul: Sistem Bagi Hasil Di 

Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang 

Pariaman Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan 

batasan masalah yang difokuskan pada tinjauan fiqh muamalah terhadap 

sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten 

Padang Pariaman. 

                                                             

9
 Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, Wawancara, Pauh Kambar, 3 

November 2021.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, 

Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil di Ayang 

Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil di Ayang Dinar 

pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman. 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem bagi hasil 

di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten Padang 

Pariaman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem bagi 

hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh Kambar, Kabupaten 

Padang Pariaman. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah 

terhadap sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan, Nagari Pauh 

Kambar, Kabupaten Padang Pariaman.  
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c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Profil Ayang Dinar Pelaminan 

1. Profil Ayang Dinar Pelaminan 

Ayang Dinar Pelaminan adalah salah satu usaha yang bergerak 

dibidang jasa yang menyewakan berbagai perlengkapan pernikahan dan 

perlengkapan pelaminan adat Minang. Usaha ini telah berdiri kurang lebih 

5 tahun sejak tanggal 1 juli 2017 yang berlokasi di jalan Syeckh 

Burhanuddin, Surau Sato, Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, 

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Usaha ini oleh ibu 

Yulidar seorang pegawai negeri sipil dengan modal sebesar Rp. 

250.000.000, modal tersebut digunakan untuk membeli berbagai 

perlengkapan dan peralatan pelaminan.
1
 

Adapun jasa yang ditawari dalam Ayang Dinar Pelaminan ini 

menyewakan berbagai perlengkapan tenda pelaminan adat minang dengan 

berbagai macam dekorasi, baju adat minang, dekorasi altar nikah hingga 

dekorasi kamar pengantin. Pelaminan ini sekarang sudah mempunyai 3 set 

pelaminan mulai dari ukuran kecil hingga besar. 

Dalam menjalankan usaha ini Ayang Dinar Pelaminan mempunyai 

10 orang karyawan yang terbagi kedalam dua tim, yaitu 5 orang tim 

pemasangan tenda dan 5 orang tim dekorasi. Dalam pengerjaan sebuah 

                                                             

1
 Ibu Yulidar, Pemilik Ayang Dinar Pelaminan, Wawancara, Pauh Kambar, 22 Februari 

2022. 
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pelaminan biasa diselesaikan dengan waktu minimal 3 hari pengerjaan, 

dimana hari pertama digunakan untuk pemasangan tenda, hari kedua 

digunakan untuk mendekorasi pelaminan, dan hari ketiga digunakan untuk 

penyelesaian atau finishing.
2
 

Ayang Dinar Pelaminan dalam menjalankan usahanya tidak 

dilakukan setiap bulan karena terdapat beberapa bulan tertentu tidak 

membuka jasanya seperti pada bulan Ramadhan, bulan Muharram dan 

bulan Rajab, dimana dalam ketiga bulan sangat jarang melangsungkan 

pesta perkawinan terlebih pada bulan Ramadhan tidak ada yang 

menggunakan jasa pelaminan dikarenakan bulan tersebut masyarakat 

melaksanakan ibadah puasa.  

Terkait waktu operasional, bagi konsumen yang ingin 

menggunakan jasa pelaminan dapat dilakukan setiap hari dengan cara 

menghubungi pihak pengelola, untuk pertemuan antara pihak konsumen 

dengan pihak pengelola bisa dilakukan dengan cara langsung datang ke 

Ayang Dinar Pelaminan atau bisa juga pihak pelaminan yang langsung 

datang ke lokasi tempat diadakannya pesta perkawinan yang sebelumnya 

sudah diadakan janji untuk melakukan pertemuan. 

2. Struktur Usaha Ayang Dinar Pelaminan 

Struktur usaha merupakan salah satu bagian penting dalam 

menjalan suatu usaha ataupun organisasi, dengan adanya struktur usaha 

dapat membantu meperjelas setiap kegiatan atau tugas maupun tanggung 

                                                             

2
 Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, Wawancara, Pauh Kambar, 

23 Februari 2022. 
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jawab yang dimiliki setiap pihak yang terlibat, karena jika tidak ada 

struktur usaha maka akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3
 

Ayang Dinar Pelaminan juga mempunyai struktur usaha sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

1) Pemilik, usaha memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan 

masukan ataupun saran 

2) Pengelola usaha memeliki tugas mengawasi karyawan dan juga ikut 

bekerja dalam mendekorasi 

3) Karyawan memiliki tugas yang telah diberikan oleh pengelola yang 

terdiri dalam dua tim yaitu tim pemasangan tenda dan tim dekorasi 

3. Sistem Pemasaran Ayang Dinar Pelaminan 

Ayang Dinar Pelaminan merupakan suatu usaha yang bergerak 

dibidang jasa sewa menyewa pelaminan adat Minang yang melayani 

berbagai macam keperluan perlengkapan pelaminan seperti tenda 

pelaminan hingga berbagai macam dekorasi pelaminan. Ayang Dinar 

Pelaminan juga selalu melakukan pembaruan dekorasi mengikuti 

                                                             

3
 Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, Wawancara, Pauh Kambar, 

23 Februari 2022. 

Pemilik 

Pengelola 

Karyawan 
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perkembangan zaman. Adapun dalam pemasaran usaha dilakukan dari 

mulut ke mulut serta juga menggunakan media sosial dan untuk 

pemesanan sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan telepon dan juga 

dapat langsung datang ke Ayang Dinar Pelaminan.
4
 

Bagi para konsumen yang menggunakan jasa penyewaan 

peerlengkapan pernikahan dan pelaminan, pihak Ayang Dinar Pelaminan 

menyediakan berbagai macam paket pelaminan sesuai kebutuhan 

konsumen, Adapun macam-macam paket pelaminan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Daftar Harga atau Paket Ayang Dinar Pelaminan 

 

 Harga/Paket Kelengkapan 

1 

Paket A 

18.000.000 

- 3 tenda (6x6), 1 tenda (4x6) dan tenda 

kerucut 

- Pelaminan + panggung 6m, pentas orgen 

dan taman pelaminan 

- 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan 

kotak ampau 

- Perlengkapan dapur  

- 2 baju adat minang (koto gadang dan 

basuntiang) 

- Tabia dalam rumah, full karpet merah dan 

karpet permadani 

- Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar 

pengantin, dekorasi meja prasmanan, 

dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi 

lorong masuk, dan dekorasi meja tamu 

2 

Paket B 

20.000.000 

- 3 tenda (6x6), 1 tenda (8x6) dan tenda 

kerucut 

- Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas 

orgen dan taman pelaminan air mancur 

- 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan 

                                                             

4
 Bapak Risky Gemisa, Pengelola Ayang Dinar Pelaminan, Wawancara, Pauh Kambar, 

23 Februari 2022. 



12 

 

 
 

 Harga/Paket Kelengkapan 

kotak ampau 

- Perlengkapan dapur 

- 2 baju adat minang (koto gadang dan 

basuntiang) dan melati suntiang 

- Tabia dalam rumah, full karpet merah dan 

karpet permadani 

- Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar 

pengantin, dekorasi meja prasmanan, 

dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi 

lorong masuk, dekorasi meja tamu dan 

dekorasi photobooth 

3 

Paket C 

25.000.000 

- 3 tenda (8x6), 1 tenda (8x6) dan tenda 

kerucut 

- Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas 

orgen dan taman pelaminan air mancur 

- 150 kursi, 15 meja, 2 kipas embun dan 

kotak ampau 

- Perlengkapan dapur 

- Baju adat minang (selayar/koto gadang dan 

basuntiang) dan melati suntiang 

- Tabia dalam rumah, full karpet merah, 

karpet permadani dan karpet rumput sintetis 

- Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar 

pengantin, dekorasi meja prasmanan, 

dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi 

lorong masuk, dekorasi meja tamu dan 

dekorasi photobooth 

- Diesel lampu penerangan 

4 

Paket D 

30.000.000 

- Tenda (menyesuaikan lokasi) dan tenda 

kerucut 

- Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas 

orgen dan taman pelaminan air mancur 

- 200 kursi, 20 meja, 2 kipas embun dan 

kotak ampau 

- Perlengkapan dapur 

- Baju adat minang (selayar/koto gadang dan 

basuntiang) dan melati suntiang 

- Tabia dalam rumah, full karpet merah, 

karpet permadani dan karpet rumput sintetis 

- Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar 

pengantin, dekorasi meja prasmanan, 

dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi 

lorong masuk, dekorasi meja tamu dan 

dekorasi photobooth 

- Diesel lampu penerangan 
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 Harga/Paket Kelengkapan 

5 

Paket Gold 

35.000.000-

40.000.000 

- Tenda (menyesuaikan lokasi) dan tenda 

kerucut 

- Pelaminan (8x6), panggung 8m, pentas 

orgen dan taman pelaminan air mancur 

- 200 kursi, 20 meja, 2 kipas embun dan 

kotak ampau 

- Perlengkapan dapur 

- Baju adat minang (selayar/koto gadang dan 

basuntiang) dan melati suntiang 

- Tabia dalam rumah, full karpet merah, 

karpet permadani dan karpet rumput sintetis 

- Dekorasi altar nikah, dekorasi kamar 

pengantin, dekorasi meja prasmanan, 

dekorasi gerbang selamat datang, dekorasi 

lorong masuk, dekorasi meja tamu dan 

dekorasi photobooth 

- Diesel lampu penerangan 

- FULL DEKORASI 

 Sumber: Daftar Paket/Harga Ayang Dinar Pelaminan 

Untuk menjalankan usahanya Ayang Dinar Pelaminan memiliki 

beberapa ketentuan yang harus diketahui para konsumen, Adapun 

ketentuannya sebagai berikut: 

a. DP atau uang muka 25% 

b. Pelunasan dilakukan saat pembongkaran  

c. Barang yang rusak atau hilang ditanggung oleh konsumen 

d. Harga dapat berubah jika ada penambahan tenda atau dekorasi. 

 

B. Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan 

ekonomi, yang biasanya pula disebut qiradh yang berarti qard (potongan). 

Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharb fi 
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al-ardh, yakni bepergian untuk urusan dagang.
5
 Menurut pengertian syar‟i, 

mudharabah adalah akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki 

harta memberikan hartanya kepada seseorang pekerja untuk dia berusaha 

sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.
6
 

Mudharabah juga dinamakan qiradh, kata qiradh berasal dari kata 

qardh yang berarti pemotongan karena pemilik harta dan memotong 

sebagian keuntungannya. Yang dimaksud mudharabah adalah akad antara 

dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk 

menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, 

dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan 

keduanya.
7
 

Mudharabah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, mudharabah 

ialah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk 

diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai 

dengan persyaratan mereka buat.
8
 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, 

dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) 

yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya 

                                                             

5
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11. 

6
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistetm Transaksi dalam Fiqh Islam, 

alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 246. 

7
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, Fiqh 

Sunnah Jilid V, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 132. 

8
 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatahu, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 

Cet III, h. 836. 
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sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan 

dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).
9
 

Mudharabah adalah perjanjian/penanaman dana dari pemilik dana 

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan 

kegiatan usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya.
10

 

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola 

modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah.
11

 

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para 

ulama yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku fiqh muamalah 

sebagai berikut:
12

 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak 

(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan. 

                                                             

9
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 224. 

10
 Darsono, dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 213. 

11
 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15. 

12
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136. 
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b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua 

pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena 

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola 

harta itu.  

c. Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan, dimana 

pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak). 

Menurut Hanabilah, mudharabah adalah ibarat pemilik harta 

menyerahkan hartanya kepda orang yang berdagang dengan bagian 

dari keuntungan yang diketahui. 

d. Menurut Syafi‟iyah, mudharabah adalah akad yang menentukan 

seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. 

e. Syaikh Syihab al-Din al-Quyubi dan Umairah berpendapat bahwa 

mudharabah ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain 

untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama 

f. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat 

bahwa mudharabah ialah seseorang memeberikan masalahnya kepada 

yang lain dan di dalamnya diterima penggantian. 

g. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah 

pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk 

diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan 

perjanjian. 
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h. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah akad keuangan untuk 

dikelola dikerjakan dengan perdagangan. 

Mudharabah adalah pemilik saham menyerahkan sahamnya 

kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), 

sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan 

kesepakatan bersama.
13

   

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, 

dimana pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian 

akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
14

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah 

sebagai berikut: mudharabah adalah akad kerjasama dalam suatu usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al-mal, LKS) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua („amil, mudarib, 

                                                             

13
 Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, Mughni al-Muhtaj, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1978), h. 309. 

14
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 95. 
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nasabah) berstondak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
15

 

Mudharabah adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang 

padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha 

menghasilkan keuntungan dari pihak lain, dan keuntungan-keuntungan 

dibagi antara mereka.
16

 

Dengan demikian, mudharabah adalah perjanjian kerjasama dalam 

suatu usaha antara dua belah pihak, yaitu salah satu pihak yang 

mempunyai modal namun tidak memiliki keahlian atau kemampuan serta 

waktu dan salah satu pihak sebagai pengelola yang memiliki kemampuan 

atau keahlian serta waktu untuk mengelola usaha namun tidak memiliki 

modal. Terkait pembagian keuntungan sesuai kesepekatan yang telah 

dilakukan di awal oleh kedua belah pihak.   

2. Dasar Hukum Mudharabah 

Para ulama mazhab sepakat bahwa melakukan mudharabah atau 

qiradh hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur‟an, sunnah ijma dan 

qiyas. 

a. Al-Qur‟an 

1) sQ.S. Al-Muzammil (73): 2 

ِ وَءَاخَ  .… لِ ٱللََّّ تغَُونَ مِن فضَأ ضِ يبَأ رَأ رِبوُنَ فيِ ٱلۡأ  رُونَ يضَأ
Artinya: “… dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian 

karunia Allah,” 

                                                             

15
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). 

16
 Hasbi ash Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 90. 
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2) Q.S Al-Jumuah (62): 10 

ِ وَٱذأ  لِ ٱللََّّ تغَُواْ مِن فضَأ ضِ وَٱبأ رَأ لوَٰةُ فٲَنتشَِرُواْ فيِ ٱلۡأ كُرُواْ فإَذَِا قضُِيتَِ ٱلصَّ

لحُِونَ   َ كَثيِرٗا لَّعَلَّكُمأ تفُأ  ٠١ٱللََّّ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 

 

3) Q.S Al- Baqarah (2): 198 

سَ عَلَ  بِّكُمأۚۡ ليَأ ن رَّ لٗٗ مِّ تغَُواْ فضَأ كُمأ جُناَحٌ أنَ تبَأ  …يأ
Arinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 

Tuhanmu…” 

b. Sunnah 

Hadist yang berkaitan dengan mudharabah ialah sebuah hadist 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwa Nabi 

Muhammad SAW bersabda. 

ثَ نَا نَصْرُبْنُ الْقَا سِمِ عَ  ثَ نَابِشْرُبْنُ ثاَ بِتٍ الْبَ زَّرُ حَدَّ ثَ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الَخَلاَّ لُ , حَدَّ نْ حَدَّ
الَ رَسُولُ عَبْدِالرَّحْمَنِ )عَبْدِالرَّحِيمِ( بْنِ دَاوُدَ, عَنْ صَا لِحِ بْنِ صُحَيْبٍ, عَنْ أَبيِوِ ؛ قاَلَ : قَ 

 الْبُ رِّ اللَّوُ صَلَّىاللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ " ثَلَاثَ فِيْحِنَّ الْبَ ركََةُ. الْبَ يْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَصَةُ وَأَخْلَاطُ 
يْتِ,   عِيرِ, للِْب َ يْعِ"لََ باِ لشَّ لِلْب َ  

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal 

berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit al 

Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin 

al Qasim dari Abdurrahman  (Abdurrahim) bin Dawud dari 

Shalih bin Shuhaib dari ayahnya ia berkata, Rasulullah 

Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda: “Tiga hal yang di 

dalamnya terdapat berkah; jual beli yang ditangguhkan, 

muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan 

tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk 

dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280)
17

 

 

 

 

Hadist mengenai mudharabah yang diriwayatkan oleh Daruqhutni: 
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 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 1, (Kairo: 

Dasar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 275 H), h. 768. 
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وَةُ ,  دُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , نا أَبِي , نا حَي ْ دِ بْنُ صَا عِدٍ , ناَ مُحَمَّ ثنا أَبوُ مُحَمَّ
: أَن حَكِيْمَ بْنُ  وَابْنُ لَهِيعَةَ قاَ لََ : نا أَبوُ الَْْ سْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ وَعَنْ غَيْرهِِ 

حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَوُ مَا لَا 
نْزِلَ ت َ  وَلََ تَحْمِلَوُ فِي بَحْرٍ ,  مُقَارَضَةا يَضْرِبُ لَوُ بِوِ أَنْ لََ تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ , وَلََ 

 بِوِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ , فإَِنْ فَ عَلْتَ شَيْئاا مِنْ فَ قَدْ ضَمِنْتَ مَالِي 
Artinya: “Abu Muhammad bin Sha‟id menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Abu Abdurrahman al Muqri menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Haiwah 

dan Ibnu Lahi‟ah dari selainnya, bahwa Hakim bin Hizam, 

sahabat Rasulullah Saw pernah mensyaratkan kepada 

seseorang jika ia membrinya modal untuk akad muqaradhah 

yang ia investasikan, “Jangan engkau jadika uangku 

menjadi benda bernyawa, jangan engkau bawa ia di laut, 

jangan engkau membawanya singgah di perut alliran 

(sungai). Jika engkau melakukan salah satu darinya, maka 

engkau bertanggung jawab (kalua terjadi apa-apa) atas 

hartaku.” (HR. Ad Daruqhutni dalam kitab al-bai‟u no. 

242)
18

 

c. Ijma 

Adapun dalil dari ijma‟, pada zaman sahabat sendiri banyak para 

sahabat yang melakukan mudharabah dengan cara memberikan harta 

anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, 

Ali, Abdullah bin Mas‟ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin „Amir, 

dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat 

yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut 

ijma‟.
19
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 Ali bin Umar al-Daruqhutni, Sunan al-Daruqhutni al-Thab‟ah 1, (Beirut: Dar Ibnu 

Hazm, 2011), h. 649. 
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d. Qiyas 

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh 

seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang 

miskin dan ada yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak 

dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin 

yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, 

adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan 

kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam 

rangka memnuhi kebutuhan mereka.
20

 

3. Rukun Mudharabah 

Menurut ulama Syafi‟iyah,
21

 rukun-rukun mudharabah ada enam, 

yaitu: 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang 

c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal 

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba 

f. Keuntungan. 

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan Kabul 

oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Tidak ada 
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 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 226. 

21
 Hendi Suhendi, op. cit., h. 139. 
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syarat penggunaan kalimat tertentu, akad bisa dilakukan dengan semua 

bentuk kalimat selama memiliki makna mudharabah karena yang 

menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan kalimat dan 

ungkapan.
22

 Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 

tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma‟qud 

alaih), dan shighat (ijab dan qabul).
23

 

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun 

mudharabah ada tiga, yaitu:
24

 

a. Shahibul al-mal/pemilik modal 

b. Mudharib/pelaku usaha 

c. Akad 

Menurut Wahbah Zuhaili,
25

 akad mudharabah memiliki beberapa 

rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu: 

a. Pemilik dana (shahibul mal) 

b. Pengelola (mudharib) 

c. Ucapan serah terima (sighat ijab wa qabul) 

d. Modal (ra‟sul mal) 

e. Pekerjaan 

f. keuntungan 
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah V, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 278. 

23
 Rachmat Syafei, loc. cit. 

24
 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, op. cit., h. 71. 

25
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatahu Jilid 6, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie 

Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 92. 
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4. Syarat-syarat Mudharabah 

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun 

mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai 

berikut.
26

 

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila 

barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau 

barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal. 

b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan 

tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, 

dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan. 

c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal 

yang diperdagangkan dan laba dari dagangan tersebut yang akan 

dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai perjajian yang telah 

disepakati. 

d. Keuntungan yang akan jadi milik pengelola dan pemilik modal harus 

jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. 

e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini 

kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 

kabul dari pengelelola. 

f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola 

harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-

barang terentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain 
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tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari 

tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah 

ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebu menjadi rusak 

(fasid) menurut pendapat al-Syafi‟I dan Malik. Adapun pendapat 

menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudharabah tersebut 

sah. 

Mudharabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

diantaranya adalah:
27

 

a. Modal harus tunai. Jika berbentuk emas batangan, perhiasan, atau 

barang dagangan, maka akad mudharabah tidak sah. Ibnu Mundzir 

berkata, “Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati 

bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya ditangan 

orang lain sebagai modal mudharabah.” 

b. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar 

modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan 

dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. 

c. Pembagian keuntungan antara mudharib dan pemilik modal harus jelas 

persentasenya, seperti setengah, seperempat, dan sepertiga. Rasulullah 

SAW, pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan 

separuh dari apa yang dihasilkan. Ibnu Mundzir berkata, “Semua 

ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya qiradh jika 
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salah satu dari keduanya atau keduanya menetapkan sejumlah dirham 

untuk dirinya. 

d. Mudharabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh 

membatasi mudharib untuk berniaga di negeri tertentu, menjualbelikan 

barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertansaksi dengan 

orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini ini 

kerapkali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenana, pembatasan ini 

tidak boleh disyaratkan. Jika tidak, maka mudharabah tidak sah. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas 

sebagai berikut:
28

 

Pertama: al-„aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian), 

haruslah orang yang cakap bertindak hokum dan cakap diangkat sebagai 

wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil 

dari pemilik saham, itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku 

bagi pengelola saham dalam transaksi mudharabah. 

Kedua: mal (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas 

dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari 

perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa 

harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang. 
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Ketiga:‟amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak 

bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman 

yang memabukkan, narkotika dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain 

yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia. 

Keempat: al-ribhu (laba atau keuntungan), keuntungan menjadi 

milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian 

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanfiyah 

perjanjian tersebut rusak (batal). 

Kelima: sighat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak), 

untuk melaksanakan usahanya. 

5. Macam-macam Mudharabah 

Mudharabah terbagi dua macam, yaitu mudharabah muthlaq dan 

mudharabah muqayyad. 
29

 

a. Mudharabah muthlaq 

Mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah dimana pemilik 

modal memberikan modal kepada‟amil (pengelola) tanpa disertai 

dengan pembatasan (qaid). 

b. Mudharaah muqayyad 

Mudharabah muqayyad adalah akad mudharabah dimana pemilik 

modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan 

dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek 

usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. 
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Pembagian mudharabah secara umum dibagi menjadi 2 bagian, 

mudharabah mutlaqah (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan 

pembatasan), dan mudharabah muqayyadah (penyerahan saham dengan 

syarat dan batasan tertentu.
30

 

a. Mudharabah mutlaqah  

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjassama antara pemilik 

saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahnya tidak 

ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari 

usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Mudharabah muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik 

saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan 

dibatasi oleh pemilik modal. 

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: mudharabah 

muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
31

 

a. Mudharabah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah 

bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cakupannya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, 

daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali 
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dicontohkan dengan ungkapan if‟al maa syi‟ta (lakukan sesukamu) 

dari shahib al-mal yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecenderungan umum si shahib al-mal dalam 

memasuki jenis usaha. 

6. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah 

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut.
32

 

a. Tidak terpenuhnya salah satu akad mudharabah. 

b. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal. 

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah 

seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi 

batal. 

Rachmat Syafei menjelaskan bahwa mudharabah dianggap batal 

pada hal berikut.
33

 

a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan 

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan 

mudharabah, larangan mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan. 
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Semua ini jika memenuhi syarat pemabatal dan larangan, yakni orang 

yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, 

serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan 

tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah 

dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap 

mengusahakannya. 

b. Salah seorang aqid meninggal dunia 

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah 

seorang aqid meninggal dunia, baik pemodal maupun pengusaha. Hal 

ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan 

batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan 

tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang 

yang melakukan akad atau tidak. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal 

dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat 

diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya. 

c. Salah seorang aqid gila 

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, 

sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah. 

d. Pemilik modal murtad 

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh 

dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah 

diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu 
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Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan 

musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam 

kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di 

antara para ahli warisnya. 

e. Modal rusak di tangan pengusaha 

Jika rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal 

ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, 

mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika 

modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak 

tersisa untuk diusahakan. 

Berakhirnya mudharabah menurut fuqaha (ulama fikih) 

disebabkan beberapa hal:
34

 

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. 

Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja 

dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik 

saham menarik sahamnya.  

b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, apabila seorang 

meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena 

perjanjian mudharabah sama dengan perjanjian wakalah (perwakilan) 

yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. 

Disamping itu, ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian mudharabah 
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tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat 

apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka 

perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan 

dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian mudharabah boleh 

diwariskan. 

c. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam 

keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan 

oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu 

membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja 

dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan 

harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan dengan ahli 

warisnya.  

 

C. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelelitian ini. Penelitian terdahulu 

memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis 

untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep:  

1. Skripsi Ratih Apriliana Dewi yang berjudul, Tinjauan hukum Islam 

Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada 

Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung 

Utara). Berdasarakan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

praktik musaqoh atau kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang 

dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun kopi dilakukan 
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secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa sanksi hanya didasari saling percaya, 

sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 

2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari 

hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik 

dan penggarap kebun kopi, ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat 

setempat (adat).
35

  

2. Skripsi Irfandi yang berjudul, Penerapan Sistem Bagi Hasil Usaha Pada 

Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada 

Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh), berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan, praktik bagi hasil yang dilakukan Lampriet 

Laundry menurut penulis sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak 

ada unsur gharar (penipuan), pihak yang dirugikan dan dizalimi. 

Sebaliknya karyawan memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi 

hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih karyawan tersebut diperoleh 

berdasarkan banyaknya omset kiloan kain perharinya karena sistem bagi 

hasil yang diterapkan usaha pada Lampriet Laundry ini dikalikan jumlah 

kiloan kain yang diterima perharinya dan dan dihitung pada akhir bulan 

yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi unsur 

penipuan.
36

 

3. Skripsi Astuti yang berjudul Perhitungan Bagi Hasil Buruh Tani Padi 

Desa Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Muaro Bungo, 
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berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, sistem bagi hasil 

yang terjadi di Desa Baru Sipin antara pemilik lahan dan buruh tani padi 

yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut 

hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, 

dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh 

masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya 

dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota 

masyarakat.
37

  

4. Skripsi Novitasari yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil 

Pada Usaha Angkutan Umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru Ditinjau 

Menurut Ekonomi Syariah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan, pandangan ekonomi syariah tentang pelaksanaan sistem bagi 

hasil pada usaha angkutan umum CV. Dua Putra Travel Pekanbaru, 

kerjasama yang dilakukan sesuai dengan ekonomi syariah. Namun prinsip 

kejelasan akad dan bagi hasil yang dilakukan belum sesuai dengan 

ekonomi syariah karena masih adanya ketidakjelasan bagi hasil.
38

 

5. Skripsi Laela Pajria yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaja Barber Shop (Studi Kasus di 

Prisai Ali, Kota Serang), berdasarkan hasil penilitian tersebut dapat 

disimpulkan, sistem pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan pada 

usaha Barber Shop Perisai Ali mengalami perubahan akad karena pemilik 
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modal merasa keuntungannya tidak seimbang dengan biaya 

operasionalnya. Pengelola modal memperoleh keuntungan berdasarkan 

banyaknya pelanggan, pihak pemilik dana tidak tahu menahu berapa hasil 

yang diperoleh pengelola. Adanya komplain dari pengelola tidak 

ditanggapi karena akad yang terjadi antar kedua belah pihak hanya akad 

lisan.
39

 

Dalam penelitian penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yaitu 

sama-sama menjelaskan tentang sistem bagi hasil. Perbedaan dalam penelitian 

ini terdapat pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan objek yang diteliti. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap 

sistem bagi hasil di Ayang Dinar pelaminan. Selain itu sistem bagi hasil yang 

dilakukan Ayang Dinar pelaminan belum dilakukan penelitian. Maka dari itu 

peneliti tertarik melakukan penelitian ini. 

                                                             

39
 Laela Pajria, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada 

Usaja Barber Shop (Studi Kasus di Prisai Ali, Kota Serang), (Banten: Skripsi, 2018). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan 

pengamatan yang mendalam mengenai suatu latar alamiah yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga mengahasilkan gambaran yang terorganisir, baik 

dan lengkap mengenai latar alamiah tersebut. Dalam penelitian ini latar 

alamiah yang dimaksud adalah Ayang Dinar Pelaminan bertempat di Nagari 

Pauh Kambar, Kabupaten Padang Pariaman. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Ayang Dinar Pelaminan, 

JL. Syech Burhanuddin, Surau Sato, Korong Bayur, Nagari Pauh Kambar, 

Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera 

Barat. Alasan memilih lokasi tersebut karena Ayang Dinar Pelaminan tersebut 

merupakan salah satu usaha pelaminan yang cukup besar dan terkenal yang 

berada di daerah tersebut. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang 

dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian.
1
 Subjek dalam penelitian ini ialah pemilik modal, pengelola 

dan karyawan Ayang Dinar pelaminan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah permasalahan atau isu yang dibahas, dikaji 

atau diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini ialah terkait sistem bagi di 

Ayang Dinar Pelaminan Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang 

Pariaman ditinjau dari Fiqh Muamalah 

 

D. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah pihak Ayang 

Dinar Pelaminan yang berjumlah 7 orang, yaitu 1 orang pemilik, 1 orang 

pengelola dan 5 orang karyawan. Informan yang peneliti tentukan merupakan 

orang-orang yang terikat secara penuh dalam Ayang Dinar Pelaminan.  
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E. Sumber Data 

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh.
2
 Adapun sumber data yang akan digunakan ialah: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh rmelalui hasil wawancara 

secara langsung dengan narasumber dan observasi mengenai penerapan 

sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan 

pemerintah, buku-buku dan sebagainya. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau prilaku objek sasaran.
3
 Dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data secara langsung ke lapangan terkait sistem bagi hasil 

di Ayang Dinar Pelaminan 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang 

biasa dilakukan dalam penelitian ilmiah.
4
 Adapun wawancara yang 

                                                             

2
 Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Start up, 2008), Cet ke-1, h. 74.  

3
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Rineka Cipta, 2011), h. 104. 

4
 Elidawaty Purba, dkk, Metode Penelitian Ekonomi, (Yayasan Kita Menulis, 2021), Cet 

ke-1, h. 86. 
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dilakukan oleh penulis ialah dengan wawancara langsung dengan pemilik 

modal, pengelola dan karyawan Ayang Dinar Pelaminan yang berjumlah 7 

orang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

 

G. Teknis Analisis Data 

Teknis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menilai hasil data penelitian yang berkaitan dengan 

penerapan sistem bagi hasil di Ayang Dinar Pelaminan, kemudian ditinjau 

menurut fiqh muamalah. Setelah selesai menganalisis hasil data, maka 

hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu penjelasan secara sistematis. 

Kemudian dari hasil data tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat, yaitu penerapan sistem bagi hasil di 

Ayang Dinar Pelaminan. 

 

H. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas terhadap apa yang 

telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan 

didengar oleh peneliti. 
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2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

3. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasasrkan pemaparan materi dan hasil penelitian yang telah 

disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Ayang Dinar 

Pelaminan menggunakan konsep mudharabah, namun terkait akad atau 

perjanjian dilakukan masih dilakukan dengan secara lisan dan juga masih 

dilakukan sesuai adat istiadat setempat dan kerjasama yang dilakukan 

tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) atau atau penipuan. Terkait 

pembagian hasil dilakukan setelah menyelasaikan setiap satu job atau 

pesta dengan persentase yang telah ditentukan diawal yaitu 40%:60% 

antara pemilik modal dan pengelola. 

2. Tinjaun fiqh muamalah terkait sistem bagi hasil yang dilakukan masih 

belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah. Karena dalam ganti 

rugi masih dibebankan kepada pihak pengelola, padahal dalam konsep 

mudharabah dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung 

kerugian selama kerugian tersebut tidak dilakukan oleh pengelola, yang 

berhak menanggung ialah pihak pemilik. Namun terkait pembagian bagi 

hasil yang dilakukan antara pihak pemilik dan pihak pengelola Ayang 

Dinar Pelaminan sudah sesuai dengan konsep mudharabah. Dan sebaiknya 
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untuk pembagian bagi hasilnya dilakukan 50%:50% antara pihak pemilik 

dan pengelola agar murni sepenuhnya profit sharing. 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan sebagai berikut:   

1. Dalam melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil sebaiknya dilakukan 

secara tertulis walaupun dilakukan secara lisan juga sah namun perjanjian 

secara tertulis memiliki kekuatan hukum dan jika ingin melakukan 

kerjasama bagi hasil secara Islam maka harus menegtahui hal yang 

berkaitan dengan bagi hasil tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi 

masalah. 

2. Pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil baik itu pemilik ataupun 

pengelola harus tetap berprinsip saling tolong menolong satu sama lain. 

Dan juga penulis memberi saran sebaiknya pembagian bagi hasil 

dilakukan 50%:50% antara pemilik dan pengelola. 
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LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara 

SISTEM BAGI HASIL DI AYANG DINAR PELAMINAN NAGARI PAUH 

KAMBAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI  

FIQH MUAMALAH 

 

1. Apa alasan bapak/ibu pemodal memilih usaha dengan sistem bagi hasil?  

Jawab: 

2. Apa usaha atau objek dalam bagi hasil ini?  

Jawab: 

3. Apa alasan bapak/ibu memilih usaha pelaminan dengan sistem bagi hasil 

daripada usaha yang lain?  

Jawab: 

4. Bagaimana proses/sistem kerja dalam usaha pelaminan ini? 

Jawab: 

5. Bagaimana mekanisme pembagian bagi hasil dalam usaha ini?  

Jawab: 

6. Bagaimana akad dalam bagi hasil ini? Apakah dilakukan secara tertulis 

atau secara lisan? 

Jawab:  

7. Siapa saja pihak yang terlibat dalam usaha ini? 

Jawab: 

8. Apakah dalam perjanjian bagi hasil ini ada jangka waktu yang ditetapkan?  

Jawab: 

9. Apakah ada kendala yang dialami dalam menjalankan usaha dengan 

sistem bagi hasil? 

Jawab: 

10. Kapan waktu pemberian bagi hasil diberikan? 

Jawab: 

11. Apakah pernah terjadi keterlambatan dalam pemberian bagi hasil? 

Jawab: 



 

 
 

12. Apa saja hak dan kewajiban dari pihak pemberi modal?  

Jawab: 

13. Apa saja hak dan kewajiban dari pihak pengelola? 

Jawab: 

14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu pengelola terhadap usaha dengan 

menggunakan sistem bagi hasil? 

Jawab: 

15. Apa dampak bagi bapak/ibu pemberi modal selama menjalani usaha 

dengan sistem bagi hasil? 

Jawab: 

16. Apa dampak bagi bapak/ibu pengelola modal selama menjalani usaha 

dengan sistem bagi hasil? 

Jawab: 

17. Untuk karyawan: apa tanggapan bapak/ibu karyawan terkait usaha dengan 

sistem bagi hasil? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dokumentasi Penelitian 
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